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Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari
perjanjian internasional, termasuk Konvensi Apostille yang diratifikasi melalui
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021. Konvensi ini bertujuan menyederhanakan
proses legalisasi dokumen publik asing untuk mendukung efisiensi administratif.
Sebelum penerapan konvensi, legalisasi dokumen di Indonesia memerlukan proses
yang panjang dan mahal, melibatkan berbagai instansi, sehingga menjadi kendala
bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Konvensi Apostille menyederhanakan legalisasi dokumen dengan hanya
membutuhkan satu pengesahan di negara asal untuk diakui oleh negara lain yang
menjadi pihak konvensi. Implementasi di Indonesia mencakup penyediaan layanan
daring oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan regulasi pendukung, serta
sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mempermudah pembuktian dokumen asing
dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Konvensi Apostille
dalam pembuktian dokumen asing di Indonesia dan mengevaluasi tindak lanjut
penerapannya. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan
Konvensi Apostille memengaruhi efisiensi administratif dan mendukung
pengakuan dokumen asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan hukum
internasional dan nasional terkait pembuktian dokumen asing. Penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan presiden,
serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku hukum. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi
prinsip hukum yang relevan dan menyusun analisis komprehensif. Sistematika
penulisan penelitian terdiri dari empat bab: pendahuluan yang membahas latar
belakang dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan
mengenai pemberlakuan Konvensi Apostille, serta bab penutup yang berisi
kesimpulan dan saran.



Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia telah membawa perubahan
signifikan dalam menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing.
Sebelumnya, proses ini membutuhkan legalisasi berlapis yang melibatkan
banyak instansi, memakan waktu, dan biaya tinggi. Dengan adanya sertifikat
Apostille, proses tersebut menjadi lebih efisien, memungkinkan dokumen yang
telah diberi pengesahan di negara asal langsung diakui di negara tujuan.
Efisiensi ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga
meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penipuan dokumen, dan
mendukung kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga pemerintah
dalam transaksi internasional. Konvensi ini juga berdampak positif pada
penguatan hubungan internasional dan daya saing Indonesia di panggung
global, terutama dalam sektor perdagangan, pendidikan, dan investasi.

2. Penerapan Konvensi Apostille telah memberikan banyak manfaat,
keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem hukum nasional dan
kerangka regulasi yang adaptif. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia juga
masih diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman tentang prosedur
Apostille. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan infrastruktur teknologi,
seperti layanan daring yang lebih ramah pengguna, serta pelatihan kepada
instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten. Dengan
langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan potensi
Konvensi Apostille untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menarik lebih
banyak investasi asing, dan mempermudah interaksi lintas negara yang saling
menguntungkan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Konvensi Apostille
dalam pembuktian dokumen asing di Indonesia. Konvensi Apostille, yang
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun
2021, merupakan sebuah perjanjian internasional yang dirancang untuk
menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik lintas negara. Sebelum adanya
konvensi ini, legalisasi dokumen publik asing memerlukan proses panjang,
melibatkan berbagai instansi, serta menimbulkan biaya tinggi yang menjadi
hambatan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan
internasional, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: Pertama, pemberlakuan Konvensi Apostille
memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam menyederhanakan
dan mempercepat proses legalisasi dokumen asing yang diakui di pengadilan
Indonesia maupun untuk keperluan administrasi lainnya. Dengan diterapkannya
layanan daring oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sejak 2022, proses
legalisasi menjadi lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi, dan mendukung
berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan investasi. Selain itu,
konvensi ini juga meningkatkan daya saing internasional Indonesia dengan
mempermudah pengakuan dokumen publik di antara negara-negara anggota.
Kedua, keberhasilan implementasi konvensi ini sangat bergantung pada
harmonisasi kerangka hukum nasional dengan aturan konvensi, penyediaan
infrastruktur layanan daring yang memadai, dan peningkatan sosialisasi kepada
masyarakat. Konvensi Apostille tidak hanya memberikan kemudahan bagi warga
negara Indonesia dalam menggunakan dokumen asing tetapi juga memperkuat
posisi Indonesia dalam kerja sama global dan mendukung pertumbuhan ekonomi
melalui hubungan internasional yang lebih efisien.

Kata Kunci: Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, Konvensi Apostille,

Pembuktian Dokumen Asing.
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